BUPATIHALMAHERASELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang a

Mengingat

|

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan
struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu
ditindaklan juti dengan Pembentukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Halmahera Selatan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dumaksud poui a dwatas, nmiaka peilu  nienétapkeut
Peraturan Bupat: Halmahera Selatan tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Halmahera Selatan,

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinst Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
R1 Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Leinbaran Negara
R1 Nomior 3830), sebagauiidna teldn didwdn dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara
R1 Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
R1 Nomor 3961),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di1 Provinst Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun
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Memperhatikan

Menetapkan

2

2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor
4204},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R 1 Tahun 2015 Nomor 59),
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......

Taiiunn 2610 Tadaiig
Organisas1 Perangkat Daerah (Lembaran Negara R 1
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 72  Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187),

Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Republik Indonesia
Nomor 25 Tahiun 2021 Lt:m.d.ng Duias Penananian Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885),

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dedgain Peratwan Daeirann Kavupaten rialmahera Selatasi
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pebentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Helamhera Selatan,

Surat Kementerian Dalam Neger1 Nomor 061/4257 /OTDA
tertanggal 29 Jumi 2021 Perithal Pertimbangan
Penyederhanan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi1 Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati mi1 yang dimaksud dengan
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat
daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah

Kepala Daerah adalah Bupat: Halmahera Selatan

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan

Dewaun Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, atdidn
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagair unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah

Sekretaris Daerain adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahliera
Selatan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdin dan Sekretarat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah
dan Kecamatan
Duias adalall Dinas Penadamian Mod
Pintu

Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada
Dmas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu

Fungs1 adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara
dalam rangka memimpin satu satuan organisasi negara

Jabatarn Fuigswonal adalaln sekelompok jabatan yang beus: fuiigs: daid
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi1 fungs: dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan

Koordmator adalah ASN yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat
Pimpinan Tingg Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan
pada uriit Kéijaiiya sesuai lingkup tugas pokokx dan fuiigsuiya

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat (UPT) adalah Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu
yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat
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BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalu1 Sekretans Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu terdin atas
a Dinas,

b Sekretanat Dinas, terdirt dan
1 Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
2 Kelompok Jabatan Fungsional
¢ Koordmator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal,
d Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
pada lampiran Peraturan Bupati in1
Bagian Keuga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
DINAS

Pasal 4
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh
seorang Kepala Dmas yang mempunyair tugas membantu Bupat:
inelaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan
Pelayananin Terpadu Satu Puitu yauig nienjai kewenaiigan: Deaciah daui Tugas

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan
fungsi
1 Penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuy,
2 Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan

ey el s oo RO | Q4 ™ .4
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3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintuy,

4 Pelaksanaan administrast dinas di bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan

5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 6
Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
Jjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
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pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan,
hukuin, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian,
pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di
Ihingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam iiienyelenggaiakan tugas sebagasiiana dunaksud pada Pasal

Sekretariat nienyelenggarakan fungsi

1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, keglatan
dan anggaran di hngkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,

2 Pembmaan dan pemberian dukungan administrasi yang mehput
keuangan, hukum, hubungan asyarakat, ketatausahaan, kearsipan,
kerumahtanggan, dan pelayanan administrast di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Ch
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Peiigordinasian, pémbiuiadin dan penataain orgamsas: dan tata laksana di

lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukuin di hngkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuy,

5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemerintah
(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Teipadu Satu Pinitu,

7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan
Laporan Keuangan Dinas,

8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

9 Pelaksanaan monitoring, evaluas: dan pelaporan sesuai dengan hngkup

tugasnya,

W
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10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD, dan
11 Pelaksanaan fungsi iain yang amberikan oieh Kepaia Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya

Pasal 8
Subbagian Uinuin dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3
avat (1) huruf b angka 1 dipmpin oleh seorang Kepala Subbagian vang

bertanggung jawab kepada  Sekretaris dan mempunyair tugas
mnenyelenggarakan urusan kepegawaian, keruinahtanggaan, perpustakaan,
kearsipan, dokumentasi, kehuinasan dan ketataiaksanaan

Pasai 9

Daiain 1nelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8§,
Subbagian Uinuin dan Kepegawalan inenyeienggarakan fungsi

1 Penyusunan rencana kerja subbagian uinuin dan kepegawaian,

2 Penylapan bahan peruinusan Kebijakan teknis terkait administrasi
uinum dan kepegawaian,

Pengeiolaan data kepegawaian dinas,

Penyiapan bahan mutasi pegawai dinas,

Penviapan keseiahteraan pegawai dinas,

J1 B~ W

Penyiapan bahan pembinaan pegawai dinas,

Penyelenggaraan keruinahtanggaan dinas,

Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan

perpustakaan dinas,

9 Penyiapan penyelenggaraan kerjasama dan kehuinasan dinas,

10 Penyeienggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasl,
ketataiaksanaan, dan budaya peinerintahan pada dinas,

11 Pelaksanaan peiayanan administras: perkantoran,

(0. N B@)}
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13 Pemnantauan, evaluasi dan penyusunan iaporan kinerja subbagian
uinum dan kepegawaian, dan

14 Peilaksanaan tugas lainnya yang diberikan oieh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya

Paragraf 3
KOORDINATOR JF PENANAMAN MODAL

rradbai 10
Koordinator JF Penanainan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat
(1) huraf c, dipompin oieh seorang Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya
yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan peiaksanaan promosi, pengembangan iklim
investasiy, dan pengendahan peiaksanaan penanaman modai

Pasal 11
Dalain imenyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10,
koordinator JF Penanainan Modal ineiaksanakan fungsi



27

1 Pengkapan, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana
straugis dan rencana pengembangan penanaman moaai nngkup daerah
berdasarkan sektor usaha maupun wilayah,

2 Pengkajan, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan
penanaman modal,

3 Pengembangan potens1 dan peluang penanaman modal lingkup daerah
memberdayakan badan usaha melalui penanaman modai, antara lan
menmgkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup
daerah,

4 Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promos: penanaman
modal hngkup daeiai,

5 Perencanaan kegiatan promosi penanaman modai didalam dan luar

negerl,

Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal,

Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modai berdasarkan

sektor usaha dan wilayah,

8 Pelaksanaan pembmaan, fasilitasti penyelesalan permasaiahan
penanaman modal, dan pendampingan hukum,

9 Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajpban perusahaan
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penasiameaui modal sesuar dengan ketentuaui Kegiatain usaha dad
peraturan perundang-undangan,

10 Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi
penanaman modai,

11 Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, deregulasi, dan
pengembangan 1klim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan
sektor usaha, dan

12 Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan 1klim, promosi,
pembmaan, pengendahan, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan
penananian niodal pada sistein teKiglogr uifoinias: (setaua elckti o1k

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4
KOORDINATOR JF PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasai 12
Koordinator JF Pelayanan Terpada Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada
pasal 3 ayat (1) huraf d, dippmpin oleh seorang Pejabat Fungsional jenjang
Ahh Madya yang bertanggung jawab kepada Kepaia Dmas dan mempunyai
tugas melaksanakan pelayanan penjnain dan il perfjinan secara teipadu
satu pmtu, pengelolaan data dan informas: perijnan dan non perijnan yang
terintegrasi pada tmgkat daeran

Pasai 13
Daiam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12,
Koordmator JF Pelayanan Terpada Satu Pintu melaksanakan fungsi
1 Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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2 Pelaksanaan, pemernksaan, 1dentifikas;, venfikasi/validas1 dan
pengoiahan data perizinan berusana dan nonperizinan,

3 Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan
pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan,

4 Pelaksanaan pemnberian informasiy, publikasi, konsultasi, pengaduan
perizinan berusahan dan nonperizinan,

5 Pelaksanaan penyuluhan kepada inasyarakat dalam rangka pelayanan
perizinan dan nonperizinan,

6 Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan
nonperizinan,

~J

Pelaksanaan Koorduias: dengani pémeintah pusat dan perasigkat daeahn
teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusalia dan nonperizinan,

8 Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan inasyarakat,
penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan
berusaha dan nonperizinan sesuair dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 14

(1) Pada Dinas dapat dibentuk Umt Pelaksana Teknis (UPT) untuk
inelaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu sesuai dengan keinampuan daerah

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan
Peraturan Bupat: tersendiri

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselonisasi

Pasal 15

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon
Ib,

(2) Sekretans merupakan Jabatan Adiministrator atau Eselon Illa,

(3) Kepala Sub Bagian inerupakan Jabatan Pengawas atau Eselon [Va,

(4) Koordimnator JF inerupakan Jabatan Fungsional Ahli Madya
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Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

Kepala Dinas, Sekretaris, Koordinator JF, Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Pejahat Pembina Kepegawaian /Bupat
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Pasal 17

Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pasal
15 ayat (4), maka pejabat fungsional dengan jenjang Ahli Muda dapat
diangkat sebagai koordinator pada kelompok jabatan fungsional dimaksud

(1)

(2)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

()

™A T TT
DD V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA
DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18
Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpinan tingg1 pratama, pejabat
admmustrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuar dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalain ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan dalain pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
pimpinan tinggt pratama sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilan,
Dalain pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau
dalam tunn keja untuk menGukung pencapaian tujuan dain Kuiefja
organisasi
Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara
berjenjang kepada kepala dmas
Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan
Kepala Dmas
Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdinn dan
a Ketua Tom, oedn
b Anggota Tim
Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan
tugas sebagilamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal darn
perangkat daerah yang membidang:
Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kera
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan
berbaga: latar belakang kompetens: yang ada pada umt organisasi
tersebut atau diluar umit organisasy, untuk mengoptimalkan

pencapeauait tujueut o1 garuSass,
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(10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dar penyetaraan jabatan dalam
meiaksanakan mekanisme koordmas:t dan pengeioiaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai1 Angka Kredit 25%%
dart Angka Kredit Kumulatif

(11) Jumiah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

(12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang beriaku

Daminn WWAadrn
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Jabatan Pelaksana

Pasal 19
(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eseion IV) terkena
dampak dan peiaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
a Unit Kerpja yang masith memiliki Jabatan Administrator, jabatan
peiaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Administrator atau Eselon III
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pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Pimpinan Tingg1 Pratama atau Eselon I
(2) Jabatan Peiaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak
dan peiaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan
bertanggung jawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon 1V,
(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian/Bupat,
(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan peiaksana di lmgkungan
Dinas Penanaimiain Modal deui Pelayanan Terpadu Satu Pintu  diatw
dengan Peraturan Bupati tersendiri

Bagian Ketiga
Tim Teknis

Pasal 20

(1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan
kebutuhan peiayanan perizinan berusaha dan non perizinan,

(2) Tun ickins scebagaimdind dundksud pada dyar (1) inemputiydr tugas
menylapkan rekomendasi atas penerbitan perizman berusaha dan non
perizman,

(3) Tmm teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan
Perangkat Daerah tekmis terkait yang mempunyai: kualifikasi dan
kompetens: sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan Keputusan
Bupat1
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BABVI
TATA KERJA

Pasal 21
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lhingkungan Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wapb imenerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-
masing Inaupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Penananian
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta dengan instansi lain di luar
lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 22

(1) Setiap pimpman satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan 1neinberikan pengarahan serta
petunjuk bag pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah
ditetapkan, dan

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dukuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta
dilapoikain  S€éCaia ULeikala Sesuai  dengain  ketentuann  peaturan
perundang-undangan

Pasal 23
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Penanainan Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wapb mengikutt dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuair dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan

FPasal 24
Setiap laporan yang diterirma oleh pejabat administrator dan pejabat
pengawas wajpb diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan inemnberikan petunjuk kepada bawahan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28
Dengann  berlakwiya peraturarn Bupati ini, pejabat yang menduduk
Jabatannya tetap 1nelaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
pejabat baru sesuai dengan noinenklatur jabatan pada peraturan Bupati in1

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan ini, inaka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi
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Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Perubahan keuga atas Peraturan Kepaia Daeran Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisast Perangkat
Daerah, serta Peraturan Kepala Daeran Nomor 45 A tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 30
Peraturan Bupati im1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
i Qengdin peiiciipdiaiiiya dalaim Deiita Dagidn Kabupaten Halmahera

Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 15 # i 2029

BUPAT] HALMAHERA SHLATAN

. USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 1 & pebruary 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERHBBELATAN,
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